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 P U T U S A N

Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Clg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Cilegon  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

Cerai  Gugat  pada  tingkat  pertama  dalam  persidangan  Majelis  telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : 

Penggugat,  Tempat  tanggal lahir  di  Serang,  25 Mei 1988, Umur  31 tahun,

Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah

Tangga,  Tempat  tinggal  di  Kota  Cilegon,  Provinsi  Banten,

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Abdullah Syukri,

S.H.I.  Advokat  dan Konsultan Hukum pada  Kantor  Hukum

Abdullah Furqon & Partners yang beralamat kantor di Link.

Karang  Tengah  Ciputat  No.041  RT.010  RW.004,  Kelurahan

Pabean,  Kecamatan Purwakarta,  Kota  Cilegon,  Provinsi

Banten, berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus  tertanggal  21

Januari  2020, yang  terdaftar  dalam  Register  Surat  Kuasa

Pengadilan Agama Cilegon Nomor 15/K/I/2020/PA.Clg tanggal

24 Januari 2020;

melawan

Tergugat, Tempat tanggal lahir di Bitung, 15 April 1989, Umur 30 tahun, Agama

Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal

di Kota Cilegon Propinsi Banten;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah  mendengar  keterangan  Penggugat  dan  memeriksa  bukti-bukti  di

persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat  telah  mengajukan  surat  gugatannya  tanggal

22 Januari 2020  yang telah  didaftarkan di  Kepaniteraan Pengadilan  Agama
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Cilegon  dalam  register  Nomor  107/Pdt.G/2020/PA.Clg,  pada  tanggal

24 Januari 2020, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang

telah melangsungkan Pernikahan pada hari  Kamis tanggal  13 Juni  2013

yang  dicatat  di  hadapan  Pejabat  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan  Pulomerak,  Kota  Cilegon,  Provinsi  Banten,  sebagaimana

terbukti dalam Kutipan Buku Nikah Nomor --------- tertanggal 13 Juni 2013;

2. Bahwa selama Pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup layaknya

suami isteri  dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang lahir 18 Maret

2014;

3. Bahwa  semula  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  berjalan

harmonis,  namun  kurang  lebih  sejak  bulan  Mei  2017,  keadaan  rumah

tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu disebabkan:

3.1 Tergugat sering melakukan perjudian, pemabuk;

3.2 Tergugat sering melakukan KDRT;

3.3 Tergugat mempunyai selingkuhan;

4. Bahwa oleh karena disebabkan sifat Tergugat sebagaimana poin 3 (tiga)

di atas mengakibatkan ikatan emosional dan komunikasi antara Penggugat

dan Tergugat sebagai suami isteri pun menjadi tidak baik dan sangat buruk.

Sehingga Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah seperti suka

memukul  Penggugat.  Yang  mana  Puncaknya  terjadi  pada  tahun  2019.

Sehingga  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal

sampai sekarang, hingga kini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

5. Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  berupaya  dan  berusaha

bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah rumah tangga dengan pihak

keluarga,  namun  tidak  berhasil.  maka  dari  itu  Penggugat  dan  Tergugat

memilih untuk bercerai secara sah menurut hukum;

6. Bahwa  berdasarkan  hal  hal  tersebut  diatas,  Penggugat  mengajukan

Gugat Cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran dan perselisihan

yang terjadi secara terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam

suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan
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Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1

tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai

Talak ini dikabulkan;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara

ini;

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  diatas,  Penggugat  mohon  agar  Ketua

Pengadilan  Agama  Cilegon Cq.  Majelis  Hakim  pemeriksa  dan  mengadili

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair
Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Bahwa pada hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan, Penggugat

menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak

pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang

menghadap  ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

oleh  Jurusita  Pengadilan  Agama  Cilegon  sesuai  dengan  relaas panggilan

Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Clg  tanggal 27  Januari  2020  dan tanggal

6  Februari  2020  dan ketidakhadiran  Tergugat  tidak  disebabkan  oleh  suatu

halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa dalam persidangan Kuasa Hukum Penggugat telah melengkapi

syarat dengan menyerahkan fotokopi dan memperlihatkan asli  kartu advokat

(PERADI)  dan  berita  acara  sumpah  advokat  oleh  Ketua  Pengadilan  Tinggi

Banten;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi

tidak dapat dilaksanakan, dan majelis  telah berupaya  memberikan  nasehat

kepada  Penggugat  agar  berupaya  memperbaiki  dan mempertahankan

keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;
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Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap

dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,  jawaban Tergugat tidak

dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil  gugatannya,  Penggugat  mengajukan

bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi  Kutipan Akta  Nikah  Nomor ----------------- yang  dikeluarkan  oleh

Pegawai Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Pulomerak,

Kota Cilegon, Provinsi Banten, tanggal 13 Juni 2013, Bukti surat tersebut

telah  di-nazegelen dan  telah  diteliti serta  dicocokkan  dengan  aslinya

ternyata cocok, lalu diberi tanda P dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. Saksi  I,  tempat  tanggal  lahir,  Serang,  5  Agustus  1981, agama

Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas,  pekerjaan mengurus rumah

tangga, tempat kediaman di Kota Cilegon. Saksi adalah kakak kandung

Penggugat; 

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat  dan Tergugat   rukun

dan  harmonis, namun  sejak  tahun  2016  yang  lalu,  rumah  tangga

Penggugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat

dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  antara

Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka main judi, dan

Saksi melihat sendiri Tergugat bermain judi dengan teman-temannya

selain itu Tergugat juga pemabuk, ketika Tergugat pulang ke rumah,

Saksi pernah mencium bau alkohol dari mulut Tergugat;
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- Bahwa  penyebab  lain  perselisihan  dan  pertengkaran  antara

Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai banyak

hutang kepada orang lain untuk bermain judi tanpa sepengetahuan

Penggugat,  selain  itu  ketika  bertengkar  Tergugat  juga  pernah

melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  kepada  Penggugat,

walaupun Saksi tidak pernah melihat langsung kekerasan tersebut,

nmaun  Saksi  melihat  lebam  /  tubuh  Penggugat  membiru  akibat

dipukul oleh Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan

September 2019 yang lalu, karena  tidak tahan lagi dengan perilaku

Tergugat, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

- Bahwa  sejak  meninggalkan  Tergugat,  antara  Penggugat  dan

Tergugat tidak pernah kembali hidup rukun lagi sampai sekarang;

- Bahwa setelah pisah rumah tidak ada lagi usaha pihak keluarga

untuk  mendamaikan  Penggugat  dan  Tergugat,  karena  Penggugat

tidak ingin bersuamikan Tergugat lagi;

2. Saksi II, tempat tanggal lahir, Serang, 9 Juli 1977, agama Islam,

pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat

kediaman di Kota Cilegon. Saksi adalah teman Penggugat sejak kecil.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat  dan Tergugat   rukun

dan  harmonis, namun  sejak  tahun  2016  yang  lalu,  rumah  tangga

Penggugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi  sudah dua kali melihat  dan mendengar langsung

Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  antara

Penggugat  dan  Tergugat  adalah  karena  Tergugat  suka  main  judi

secara  online,  dan  Saksi  melihat  sendiri  judi  online  tersebut  pada
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handphone  yang  ditunjukkan  Penggugat  kepada  Saksi,  selain  itu

Tergugat juga pemabuk;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan

September 2019 yang lalu, karena  tidak tahan lagi dengan perilaku

Tergugat, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

- Bahwa  sejak  meninggalkan  Tergugat,  antara  Penggugat  dan

Tergugat tidak pernah kembali hidup rukun lagi sampai sekarang;

- Bahwa setelah pisah rumah tidak ada lagi usaha pihak keluarga

untuk  mendamaikan  Penggugat  dan  Tergugat,  karena  Penggugat

tidak ingin bersuamikan Tergugat lagi;

Bahwa  selanjutnya  Penggugat  telah  mencukupkan  alat  buktinya,

kemudian  menyampaikan  kesimpulan  akhir  secara  lisan  yang  menyatakan

bahwa Penggugat tetap  ingin  bercerai  dengan  Tergugat dan  mohon  agar

gugatannya dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat  uraian putusan ini  ditunjuk  segala hal  yang

tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan

dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga

negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1)

huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang

absolut Pengadilan Agama;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  beralamat  di  Kota  Cilegon,  Provinsi

Banten, yang  termasuk  yurisdiksi  relatif  Pengadilan  Agama  Cilegon,  oleh

karena itu  sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989  tentang  Peradilan  Agama  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50
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Tahun 2009, Pengadilan Agama Cilegon berwenang menerima, memeriksa dan

mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan,

Penggugat  didampingi  dan  atau  diwakili  kuasa  hukumnya  menghadap  ke

persidangan sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula  mengutus

orang  lain  sebagai  wakil  atau  kuasanya  yang  sah  serta  tidak  pula  terbukti

ketidakhadiran  Tergugat  disebabkan  oleh  suatu  alasan  yang  sah,  meskipun

telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor

107/Pdt.G/2020/PA.Clg  tanggal  27 Januari 2020 dan tanggal 6 Februari 2020

sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989  tentang  Peradilan  Agama,  Pasal  390  ayat  (1)  HIR.  dan  Pasal  138

Kompilasi  Hukum  Islam,  oleh  karena  itu  pemeriksaan  perkara  ini  dapat

dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sebagaimana Pasal

125 Ayat (1) HIR dan Pasal 126 HIR;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  memberikan kuasa kepada  Abdullah

Syukri, S.H.I.  Advokat dan Konsultan Hukum pada  Kantor Hukum Abdullah

Furqon & Partners  yang  beralamat  kantor  di  Link.  Karang  Tengah Ciputat

No.041  RT.010  RW.004  Kelurahan  Pabean,  Kecamatan  Purwakarta,  Kota

Cilegon,  Provinsi  Banten,  berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus  tertanggal  21

Januari 2020, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama

Cilegon Nomor 15/K/I/2020/PA.Clg tanggal 24 Januari 2020, dan Kuasa Hukum

Penggugat  telah  melengkapi  syarat  dengan  menyerahkan  fotokopi  serta

memperlihatkan asli kartu advokat dan berita acara sumpah advokat oleh Ketua

Pengadilan Tinggi,  oleh karena itu Kuasa Hukum Penggugat diizinkan untuk

mendampingi dan atau mewakili Penggugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang,  bahwa berhubung  Tergugat  tidak  pernah  menghadap  ke

persidangan,  maka  perdamaian dan mediasi  sebagaimana diwajibkan Pasal

130 ayat (1) HIR, jo Pasal  82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

2006 dan diubah kembali  dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975  jo Pasal 143 Kompilasi

Hukum  Islam  jo  Pasal  7  ayat  (1)  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik
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Indonesia Nomor  1  tahun  2016  tidak  dapat  dilaksanakan,  namun  demikian

majelis tetap memberikan nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan

keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam  gugatannya  Penggugat  mendalilkan

Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Juni 2013;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  kebenaran  dalilnya  tersebut,

Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P;

Menimbang,  bahwa  bukti  tersebut  adalah  fotokopi dari  akta  autentik

yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat

bukti,  telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,

dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada

pada tanggal 13 Juni 2013;

 Menimbang, bahwa berdasarkan  pertimbangan  di  atas,  harus

dinyatakan  bahwa  bukti  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  syarat

materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat

dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  harus

dinyatakan  bahwa  gugatan  Penggugat  mempunyai  dasar  hukum  (legal

standing), dan Penggugat  dan  Tergugat  adalah  pihak  yang  memiliki

kepentingan hukum (persona standi in judicio)  dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang  menjadi  dalil  gugatan  Penggugat  untuk

bercerai dengan Tergugat  adalah karena sejak  bulan Mei 2017  rumah tangga

Penggugat  dan  Tergugat  mulai  goyah  dengan  alasan  sebagaimana  termuat

dalam duduk perkara di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah

pisah rumah sejak tahun 2019 yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban

Tergugat  tidak  dapat  didengar  karena Tergugat  tidak  pernah  hadir  di

persidangan;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  kebenaran  dalil  gugatannya

Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi sebagaimana termuat pada

duduk perkara di atas;
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Menimbang,  bahwa  dua  orang  saksi  yang  diajukan  Penggugat

di persidangan, telah memenuhi  syarat formil,  karena telah memenuhi  batas

minimal  saksi,  dan  keduanya  adalah  keluarga  dan  orang-orang  yang  dekat

dengan Penggugat  selain itu saksi-saksi  tersebut secara pribadi  (in  person),

telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan

keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang,  bahwa  secara  materil  saksi-saksi  tersebut  telah

memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta

relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang,  bahwaberdasarkan  pertimbangan  tersebut  harus

dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat

materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 144-145 HIR jo.

Pasal  171-172  HIR jo  Pasal  1907-1908  KUH Perdata  jo  Pasal  76  ayat  (1)

Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1989  jo.  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan

Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  9  tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, keterangan saksi-

saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Penggugat  serta

pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1.------------Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

2. Bahwa antara  Penggugat  dan Tergugat  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran;

3.------------------------------------------------------Bahwa Tergugat suka berjudi;

4.Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September

2019 yang lalu;

5.Bahwa  sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah

kembali hidup rukun lagi sampai sekarang;

6. Bahwa setelah pisah rumah tidak ada lagi usaha pihak keluarga untuk

mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

7.------------------Bahwa Penggugat tidak mau lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta di  atas,  majelis

berpendapat bahwa  rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah,
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sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia,  sakinah,

mawaddah dan  rahmah, sesuai dengan maksud firman Allah dalam al-Qur’an

surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3

Kompilasi  Hukum  Islam,  tidak  akan  terwujud  lagi,  karena  perkawinan  ialah

ikatan  lahir  dan  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai

suami-isteri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal

berdasarkan Ketuhanan yang  Maha Esa,  bahkan menurut  penjelasan  pasal

tersebut,  unsur  batin  mempunyai  peran yang penting,  dan apabila  unsur  ini

sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa

sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh; 

Menimbang,  dalam suatu  ikatan perkawinan juga perlu  adanya sikap

saling hormat-menghormati, saling bantu-membantu, saling bekerja sama dan

saling  pengertian,  akan  tetapi  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  di

persidangan hal tersebut tidak terwujud lagi dalam pernikahan Penggugat dan

Tergugat; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Yurisprudensi  Mahkamah Agung

Republik  Indonesia   Nomor :  1354 K/Pdt/2000,  tanggal  08 September 2003

menyatakan  bahwa  suami  isteri  yang  telah  pisah  rumah  dan  tidak  saling

mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran

sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung

Republik  Indonesia Nomor 243/K/AG/1996,  tanggal  08 Januari  1998,  bahwa

indikasi  rumah  tangga  yang  pecah  tidak  selalu  didasari  atas  fakta-fakta

perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau

perilaku  aneh  dalam  keluarga,  adanya  suatu  perbedaaan  pendapat,

ketidaksesuaian,  hampanya  arti  sebuah  perkawinan,  sudah  merupakan

perselisihan;

Menimbang,  bahwa dalam persidangan Penggugat  telah  menyatakan

bahwa Penggugat tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya

dengan Tergugat  dan telah berketapan hati untuk bercerai dengan Tergugat

oleh karena itu sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Ghoyatul Marom

yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:
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      طلقة القاضي عليه طلق لزوجها الزوجة الرغبة عدم اشتد اذا
Artinya:  Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim

diperkenankan menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai

dengan Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974,

jo Pasal 19 huruf (a) dan (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975  jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan

Penggugat untuk  bercerai  dengan  Tergugat  dapat  dikabulkan  dengan

menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang,  bahwa  karena  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang

perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989,  maka  biaya

perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,  segala  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan

dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim

Pengadilan  Agama  Cilegon  pada  hari  Rabu  tanggal  12  Februari  2020  M

bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 H, oleh  Mahdys Syam, S.H.

sebagai Ketua Majelis,  Martina Lofa, S.H.I.,  M.H.I.  dan Alvi Syafiatin, S.Ag.

sebagai Hakim-hakim  Anggota, dan  diucapkan  oleh  Ketua  Majelis  tersebut

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  itu juga  didampingi oleh Hakim-

hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh  Dani Nurwahyudi, S.H., M.H.
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sebagai  Panitera  Pengganti  dengan  dihadiri  oleh  kuasa  hukum  Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat; 

Hakim Anggota 

ttd

Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Mahdys Syam, S.H.

Hakim Anggota 

ttd

Alvi Syafiatin, S.Ag. Panitera Pengganti,

ttd

Dani Nurwahyudi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran   : Rp  30.000,00
2. Biaya Proses : Rp  75.000,00
3. Biaya Panggilan      : Rp200.000,00
4. PNBP Biaya Panggilan : Rp  20.000,00
5. Redaksi  : Rp  10.000,00
6. Meterai  : Rp        6.000,  00  

Jumlah Rp341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
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